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ABSTRAK 

 

Ketimpangan antar wilayah merupakan masalah yang dialami suatu daerah 

dalam proses pembangunan ekonomi. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 

ketimpangan paling tinggi di Pulau Sumatera dengan tren meningkat tahun 2018 

hingga 2022. Namun, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera dalam periode yang sama. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh aglomerasi, jumlah penduduk, dana 

perimbangan, dan belanja pemerintah secara parsial maupun simultan terhadap 

ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022.  

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan 

Random Effect Model (REM) dan taraf signifikansi 5 persen serta menggunakan uji 

hipotesis satu arah (one-tail test) untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi, Jumlah 

Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan 

Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022. 

 Hasil regresi dengan pendekatan Random Effect Model (REM) dengan 

metode Generalized Least Square (GLS) menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar 

wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, variabel jumlah penduduk 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi 

Sumatera Selatan sedangkan dana perimbangan dan belanja pemerintah tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah. Secara simultan 

variabel aglomerasi, jumlah penduduk, dana perimbangan, dan belanja pemerintah 

mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 

2018-2022. Hasil koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini sebesar 69,49%. 

Keterbatasan penelitian ini adalah ketimpangan antar wilayah yang hanya dapat 

diukur menggunakan konsep Indeks Entropi Theil karena keterbatasan data yang 

tersedia.  
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